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Poverty is a complex problem that is faced by all governments is the world. 
Poverty is a condition in which a person cannot meet their basic needs in order to 
establish a more dignified life. Therefore, it is mandatory to overcome poverty, 
because if not, it will be able to disrupt and threaten human survival. In this 
context, islam came to give some offers methods but able to overcome poverty 
problems. In islam, there is a transformative thought that favors transformation on 
social structure through the creation of relation that is fundamentally new and 
more just it economics, politics, and culture.  Islam is a religion that is very 
concerned about the humanity affairs, in Islamic law the rights of marginal groups 
(ahlul hajah) are equated with the rights of God. If a government is unable to meet 
the basic needs of their citizens, they will sow the seeds of destructions through 
social anxiety and political instability. Among the ways that Islam set to tackle 
poverty is the creation of a social security system to assign rights for the poor in 
the wealth of the rich, such as zakat, sadaqah sunnah, and others.  
 
Kata kunci: Kemiskinan; Penanggulangannya; Ekonomi Syariah. 
A. Pendahuluan 
Kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi yang dihadapi oleh 
berbagai Negara, terutama Negara sedang berkembang, penduduknya masih 
banyak yang hidup dengan pendapatan di bawah standar kemiskinan, berdasarkan 
data World Bank, dengan standar pendapatan satu dollar perhari, sekitar 21 persen 
penduduk dunia terjerat dalam kemiskinan.  
Kemiskinan merupakan problamatika terbesar dalam kehidupan, karena 
dampaknya terhadap banyak keburukan. Sebab kemiskinan membahayakan 
akidah muslim dan akhlaknya, dan terhadap ketentraman masyarakat. Dan 








seperti kelaparan, penyakit, kebodohan, lemahnya kemampuan mengeksplorasi 
sumber-sumber materi dan insani di daerah manapun yang ada di dalamnya 
tersebar kemiskinan, yang selanjutnya berdampak pada menurunnya tingkat 
sarana produksi di daerah-daerah miskin, dan menurunnya pemasukan, perawatan 




Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, diantaranya 
karena kurangnya kesadaran dan penyadaran serta motivasi individu dalam 
meningkatkan nilai tambah penghasilannya, serta kurangnya modal dalam 
pengembangan usaha. 
Sesungguhnya islam datang dan menilai kemiskinan sebagai bencana dan 
musibah yang harus ditanggulangi, dan mohon perlindungan kepada Allah dari 
keburukannya; dimana di antara doa nabi shallalahu alaihi wasallam adalah “Ya 
Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari kekufuran dan kemiskinan.2 
Diantara cara yang ditetapkan islam untuk menanggulangi kemiskinan adalah 
himbauan bekerja dan sederhana dalam pembelanjaan. Bahkan menetapkan hak 
bagi fakir miskin dalam harta orang-orang yang kaya, seperti zakat, shadaqah 
sunnah, dan lain-lain yang termasuk dalam kategori pembentukan system jaminan 
sosial, sehingga melalui sistem tersebut dapat terjadi pengembalian distribusi 





Islam sebagai way of life memiliki sistem yang komprehensif dan universal 
dalam mengatur semua sendi kehidupan umat manusia dan memberi solusi dalam 
setiap permasalahan yang dihadapinya. 
Kemiskinan merupakan salah satu problem terbesar dalam kehidupan umat 
manusia yang harus ditanggulangi secara sistematik dan kultural.Diantara solusi 
yang tawarkan dalam islam adalah sistem jaminan sosial dan zakat. Untuk itu, 
penulis akan mengemukakan sarana dan sistem yang digunakan islam dalam 
menanggulangi atau meminimalisir kemiskinan.  
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Lihat. DR. Muhammad Abdul Mun‟im „Afar, musykillah Al-Takhalluf w Ithar At-Tanmiyah 
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1. Takaful ijtima’I (jaminan sosial) 
a. Makna takaful ijtima’I (jaminan sosial), Urgensi dan penaggung 
jawabnya.  
Pertama: makna takaful ijtima’I (jaminan sosial) 
takaful ijtima’I (jaminan sosial) secara terminologi adalah tanggung jawab 
penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap 
individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi 
keburukan mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka.
4
 
     Ungkapan yang komprehensif bagi makna jaminan sosial adalah sabda 
Nabi shallalahu alaihi wa sallam: “orang mukmin bagi orang mukmin 
yang lain adalah seperti bagunan yang sebagiannya menguatkan 
sebagian yang lain”.5 
      Atas dasar tersebut terminology takaful ijtima’I (jaminan sosial) 
mengandung beberapa makna, yaitu: 
1) Keharusan, 
2) Tanggung jawab kolektif dalam penjaminan, baik dari individu 
terhadap individu, dari masyarakat kepada individu, atau dari 
individu terhadap masyarakat, 
3) Keluasan cakupannya terhadap semua sisi penghidupan, 
pendidikan, dan pemeliharaan.  
Takaful ijtima’i (jaminan sosial) merupakan prinsip baku dalam ekonomi 
islam bersandarkan kepada asas akidah dan kaidah akhlak sehingga takaful 
ijtima’i (jaminan sosial) terlaksana dengan suasana yang diliputi kecintaan 
dan kasih sayang: di mana orang kaya merasakan bahwa di dalam hartanya 
terdapat hak yang jelas bagi orang-orang yang membutuhkan, segingga dia 
mengeluarkannya dengan hati yang ikhlas karena mengharapkan pahala dari 
sisi Allah Taala. Dan orang-orang yang membutuhkan merasa bahwa haknya 
di dalam harta orang kaya akan datang kepadanya dengan sukarela, sehingga 
hatinya bersih dari kedengkian dan kebencian terhadap saudara-saudaranya 
yang kaya.  
Kedua: urgensi jaminan sosial  
Takaful memiliki urgensi besar di dalam islam. Diantara dalil yang paling 
jelas tentang hal tersebut adalah sebagai berikut: 
                                                          
4
Ibid., h. 285 
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1. Perintah takaful yang disejajarkan dengan perintah mentauhidkan Allah 
Ta’ala, Firman-Nya, “sembahlah Allah dan janganlah kamu 
memperkutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada 
dua orang ibu- bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 
miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, 
ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”6 
2. Takaful disejajarkan dengan iman dan taqwa dalam ada dan ketiadaannya. 
Allah berfirman dalam menyifati orang-orang bertaqwa, “Dan pada 
harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang 
miskin yang tidak mendapat bagian (yang tidak meminta-minta)”7 
Pada sisi lain, bahwa Al-Qur‟an menilai mengabaikan pelaksanaan hak 
orang-orang yang membutuhkan sebagai salah satu tanda terjelas dalam 
mendustai agama. Allah berfirman: “tahukah kamu (orang) yang 
mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan 
tidak menganjurkan memberi makan orang miskin”8 
3. Dalam Al-qur‟an dan Assunnah terdapat banyak dalil yang menunjukkan 
bahwa melaksanakan kewajiban takaful merupakan sebab terpenting 
masuk surga, dan bahwa mengabaikan hak orang-orang yang 
membutuhkan merupakan sebab terbesar masuk neraka; diantaranya 
adalah firman Allah yang artinya: “apakah yang memasukkan kamu ke 
dalam saqar (neraka)?. Mereka tidak menjawab: “kami dahulu tidak 
termasuk orang-orang yang mengajarkan shalat. Dan kami tidak (pula) 
memberikan makan orang miskin”
9
 
4. Dalam fiqih ekonomi Umar Radhiyallahu anhu, Nampak jelas perhatian 
terhadap jaminan sosial dalam berbagai bidang, diantaranya adalah sebgai 
berikut:  
a. Takaful merupakan wasiat terakhir Umar ketika menjelang wafatnya. 
Terdapat riwayat bahwa sebelum beberapa hari dari musibah yang 
menimpanya di Madinah,  beliau berkata. “jika Allah menyelamatkan 
aku, niscaya aku tinggalkan para janda penduduk iran tidak akan 
membutuhkan seseorang setelahku selama-lamanya” 
                                                          
6
 Q.S. An-Nisa: 36 dan terdapat banyak ayat yang senada, diantaranya: QS. Al-Isra: 23-26.  
7
 Q.S Adz-Dzariyyat: 19   
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 Q.S Al-Maun : 1-3 
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b. Dalam memperingatkan tenggelam dalam komsumsi dan lupa 
terhadap hak-hak orang yang membutuhkan, Umar mengatakan, “demi 
Allah, sesungguhnya aku melihat kamu akan menjadikan rezeki yang 
dikaruniakan Allah kepadamu ke dalam perut kamu dan panggung 
kamu, dan kamu meninggalkan para janda, anak-anak yatim, dan 
orang-orang miskin di antara kamu.” 
c. Dalam menjelaskan antusiasnya terhadap jaminan kebutuhan rakyat, 
Umar mengatakan, “sesungguhnya aku sangat menginginkan agar aku 
tidak melihat kebutuhan melainkan aku akan menutupinya selama 
sebagian kita menjadi kecukupan bagi sebagian yang lain. Jika 
demikian itu tidak mampu dilakukan, maka kita akan sama dalam 
penghidupan kita hingga kita sama dalam kecukupan”.10 
Ketiga : penanggung jawab Jaminan Sosial 
Takafulmerupakan tanggung jawab masing-masing individu, masyarakat dan 
pemerintah. Berikut ini penjelasan hal tersebut:  
a. Tanggung jawab individu 
Ini adalah tanggung jawab personil (fardhul ain) yang diemban oleh 
seorang yang mampu terhadap orang-orang yang membutuhkan dari 
orang-orang yang wajib dia nafkahi: adakalanya karena hubungan 
kerabat untuk merealisasikan kecukupan mereka; dan adakalanya 
karena kebutuhan mendesak mereka kepada hartanya untuk 
menyelamatkan kehidupan mereka; lalu dia menyerahkan kepada 
mereka apa yang dapat menghindarkan mereka dari bahaya, dan 
seperti itu.  
b. Tanggung jawab masyarakat 
Sesungguhnya hukum asal bahwa pemerintah mencerminkan 
masyarakat dalam merealisasikan jaminan sosial.Akan tetapi jika 
pemerintah tidak melaksanakan hal tersebut karena suatu sebab, maka 
masyarakat mengembang tanggung jawab hal tersebut secara 
langsung, dan tanggung jawab di sini menjadi fardhu kifayah. 
Syaikh Abu Zahra berpendapat, bahwa kewajiban nafkah terhadap 
orang yang tidak mampu jika tidak memiliki kerabat yang 
menafkahinya adalah berpindah kepada masyarakat yang tercermin 
dalam Negara yang melindunginya dan mengkoordinasikan diantara 
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 DR. Jaribah Ahmad Al-Haritsi, op.cit., h.288-290 
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c. Tanggung jawab pemerintah  
Tanggung jawab ini adakalanya secara langsung , yaitu dengan 
merealisasikan kecukupan dari baitul mal terhadap orang-orang yang 
tidak mampu; dan terkadang tidak langsung, yaitu dengan mewajibkan 
individu dan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban terhadap 
orang-orang yang membuthkan.  
2.  Bidang-bidang Jaminan Sosial 
Bidang jaminan sosial mencakup semua orang yang membutuhkan dari kalangan 
rakyat yang terdapat di Negara islam. Di antara kalangan rakyat yang 
memperoleh jaminan sosial yaitu; 
a. Fakir dan miskin, 
b. Janda dan anak yatim, 
c. Orang yang sakit dan orang yang lumpuh, 
d. Keturunan para pejuang, 
e. Tawanan perang, 
f. Hamba sahaya, 
g. Tetangga, 
h. Narapidana, 
i. Orang yang banyak utang (gharim), 
j. Ibnu sabil,  
k. Anak temuan, 
l. Dan ahli dzimmah.12 
3.   Sumber-sumber Jaminan Sosial 
Prinsip dasarnya adalah jika seseorang dalam masyarakat muslim melakukan 
pekerjaan yang dapat merealisasikan kecukupannya dan kecukupan orang-orang 
yang wajib dinafkahi; sedangkan peranan masyarakat dalam kondisi tersebut 
adalah meberikan kesempatan kepadanya dan membantunya dalam melaksanakan 
hal tersebut. Akan tetapi jika seseorang tidak mampu merealisasikan 
kecukupannya dan membutuhkan jaminan hidup, maka itu menjadi kewajiban 
kerabatnya yang mampu sesuai sistem “nafkah wajib”. Jika ia tidak memiliki 
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 Abu Zahra,attakaful al-ijtima’I Al-Islam (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, t.th.) h. 64  
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kerabat, atau kerabat, atau kerabatnya tidak mampu membiayainya, dan tidak 
terdapat seseorang yang sukarela dalam membiayainya sesuai sistem “nafkah 
sunnah”, maka penjaminnya dan jaminan perealisasian kebutuhannya adalah 
baitul mal. Sumber baitul mal terkadang wajib, dan terkadang sukarela, yang 
rinciannya akan disebutkan sebagai berikut: 
Pertama : Sistem Nafkah Wajib  
Sistem nafkah dalam syariat islam merupakan salah satu faktor jaminan keluarga, 
dan merupakan sistem yang unik yang dapat merealisasikan tigas keluarga dalam 
kepemilikan dalam ruang lingkup keluarga dan karabat. Sistem ini diberlakukan 
oleh islam adalah dalam rangka menghadapi kekikiran, menguatkan ikatan 
kerabat, dan menjaga kecintaan dan keeratan keluarga, karena keluarga 
merupakan sel utama dalam masyarakat, sehingga dengan kuatnya keluarga akan 
menjadikan kuatnya masyarakat dan selamat bangunannya.
13
 
Kedua : Nafkah Sunnah  
      Islam menilai bahwa nafkah sunnah merupakan salah satu sumber jaminan 
sosial yang terpenting, dan nash-nash Al- Qur‟an dan As-Sunnah menghimbau 
dan menganjurkan lebih banyak daripada dihitung. Sumber-sumber jaminan 
sosial yang termasuk nafkah sunnah diantaranya: 
1. Wakaf  
Dikarenakan harta dicintai di dalam jiwa dan seorang sulit mengosongkan 
diri dari kepemilikannya, maka islam mengsyariatkan penahaan modal 
harta dan mengshadaqahkan manfaatnya dengan dilarang upaya memiliki 
harta ini dengan cara apapun dari cara-cara pemindahan kepemilikan 
untuk segala bentuk kebaikan.
14
 
      Wakaf adalah cara pemindahan pemasukan pendapatan yang hakiki 
yang lahir dari pokok yang produktif dari pemiliknya kepada pihak atau 
individu yang lain, dan dapat diambil kemanfaatannya secara terus-
menerus selama pokoknya yang produktif masih ada. 
15
 
      Wakaf memiliki keistimewaan atas sumber-sumber jaminan sosial 
yang lain seperti berikut ini: 
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Dr. Abdullah al-Muslih.Quyud Al-Mulkiyah Al-Khashsah, (cet, I: Beirut: Muassasah 
Ar_risalah, 1408 H), h. 297 
14
  DR. Abdullah bin Ahmad Al-Zaid, op.cit., h. 25 
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Berkelanjutan: dimana kemanfaatan wakaf selalu berlansung selama 
barang yang diwakafkan selalu berlangsung selama barang yang 
diwakfkan produktif, sehingga sumber ini dapat dimanfaatkan oleh 
generasi berikutnya.  
Meyeluruh: wakaf dapat menutupi banyak bidang, baik dalam bidang 
komsumsi (penghidupan), produksi dan jasa (pendidikan, kesehatan, dan 
lain-lain). Dan wakaf dapat bermanfaat bagi keluarga, kelompok, bahkan 
semua umat. Wakaf tidak selalu bersandar kepada tolak ukur 
kebutuhan,namun seringkali wakaf bersandar kepada tolak ukur aklah 
yang lain, atau memberikan pelayanan umum secara Cuma-Cuma; seperti 
orang yang mewakafkan hasil lahan tanahbkepada para pencari ilmu di 
sekolah tertentu dengan tanpa mengsyaratkan ketidakmampuan mereka, 
dan seperti orang yang mewakafkan air sumur kepada penduduk suatu 
daerah, baik yang kaya maupun yang miskin tanpa pilih kasih. 
16
 
Secara umum, bahwa wakaf adalah berarti memperluas ruang lingkup 
orang-orang yang mendapatkan manfaat dari barang yang di wakafkan, 
yaitu dengan memindahkan kepemilikan manfaatnya dari individu kepada 
jamaah yang banyak jumlahnya dan terkadang sedikit, sesuai syarat yang 
ditetapkan pihak pewakaf.Dan disamping wakaf memiliki peranan dalam 
merealisasikan jaminan sosial, maka wakaf juga memiliki andil dalam 
pengembangan sumber daya manusia dari bentuk wakaf pendidikan, dan 
terhadap kesehatan dengan maknanya yang komprehensif bagi makanan 
sehat, tempat tinggal yang sehat, kebersihan, dan terapi.Sebagaimana 
wakaf juga memiliki andil dalam pembentukan bagunan dasar dan 
pengembangannya dengan wakaf jalan, jembatan, sumur, sungai, dan lain-
lain. Dan mayoritas wakaf di dalam masyarakat islam dan bentuk besar 
dalam harta wakaf dan pihak yang diwakafi juga melahirkan pergerakan 
investasi yang luas dengan cara mendirikan dan mengembangkan 
beberapa industry yang melayani tujuan wakaf. Tidak hanya sampai 
disitu.Bakan sering kali sebagian individu menghidupkan lahan mati 
kemudian diwakafkan; dimana hal ini memiliki dampak dalam 
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Ibid., h. 25 
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2. Pemberian  
Pemberian pada asalnya adalah suatu sedekah sukarela. Sedangkan yang 
dimaksud di sini adalah, jika seseorang memberi orang lain harta untuk 
dimanfaatkan dalam waktu terentu, kemudian dikembalikan lagi.  
Dan dengan bahasa ekonomi, maka pemberian itu adalah berarti 
“pengalihan pemasukan yang hakiki dari modal harta produktif tertentu 
kepada seseorang yang membutuhkan dan dalam tempo waktu tertentu”.
18
 
Bila kita cermati, maka bentuk pemberian tersebut serupa dengan wakaf 
dalam makna pengalihan manfaat harta bagi masing-masing dari 
keduanya, namun dalam wakaf dengan bentuk abadi, sedangkan dalam 
pemberian hanya dalam waktu tertentu. 
     Sesungguhnya islam menganjurkan untuk mengerahkan pemberian 
dengan berbagai bentuknya. Sebagaimana sabda Nabi saw.  
     “apakah kamu tahu, sedekah apakah yang paling utama?” mereka 
menjawab,  “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Beliau berkata, 
“pemberian; yaitu jika seseorang di antara kamu memberikan saudaranya 
dirham, punggung unta, susu kambing, atau susu sapi.”
19
 
     Pemberian merupakan salah satu sumber jaminan sosial yang mendapat 
perhatian di dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu,20 diantara 
contohnya adalah sebagai berikut: 
Seorang datang kepada Umar Radhiyallahu Anhu ingin menyedekahkan 
dua untanya, maka Umar berkata kepadanya, “bagaimana kemurgamu?” 
ketika dia memberitahukan kondisi keluarganya kepada Umar, maka 
Umar berkata, aku berpendapat bahwa kamu tidak memiliki kelebihan atas 
keluargamu. Ambillah kedua untamu itu.”Dan Umar menyerukan untuk 
diambilkan dua unta lagi untuknya, lalu beliau berkata, “ambillah 
keduanya; karena keduanya sebagai pemberian bagi kamu.Dan jika kamu 
memras susu unta, jadikanlah dia minumanmu dan berikan kepada 
keluargamu.”Kemudian dia daring kepada Umar membawa kedua unta 




Pemberian dirham; di mana terdapat riwayat bahwa Hindum binti Utbah 
meminjam kepada Umar uang dari baitul mal sebanyak 4000 dirham 
                                                          
18
 DR. Muhammad Anas, op.cit., h. 27 
19
 HR. Ahmad, Al- Musnad, hadits no. 4401 
20
 DR. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, op.cit., h. 315 
21
 Al- Bladzuri, Ansab Al-Asyraf (Asi Syaukani), op.cit., h. 274 
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untuk dijadikan modal dagang, dan dia menjaminkannya kepada Umar, 
maka Umar memberikan pinjaman kepadanya…” 
Ketiga: Sumber-sumber Umum 
Terdapat ragam sumber yang memiliki saham dalam merealisasikan jaminan 
sosial. Diantaranya yang terpenting dari sumber-sumber tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Pengelolaan lahan mati 
Pengelolaan tanah mati merupakan tujuan utama pengembangan sumber-
sumber bumi. Di mana Negara islam memotivasi pengeksplorasian ini 
menuntut pemberdayaan orang-orang miskin yang lemah, dan masing-
masing dari pengelolaan lahan mati dapat menjadi saham dalam 
merealisasikan jaminan sosial, dengan penjelasan berikut:  
a. Insentif pemerintah terhadap orang-orang yang membutuhkan, 
sehingga mereka mampu mengeksplorasi sumber-sumber tersebut. 
Sebagaimana pemerintah juga mampu menghidupkan lahan mati 
dan mengeksplorasinya untuk kemaslahatan orang-orang yang 
membutuhkan.  
b. Mensyaratkan orang-orang yang menangani pengelolaan lahan 
mati atau diberikan oleh Iman agar dia menjadikan sebagian dari 
pemasukannya untuk orang-orang yang membutuhkan.  
c. Pemberian tanah kepada orang-orang miskin untuk melakukan 
kegiatan yang menuntut dana eksplorasi, seperti pemberian lahan 
untuk pengembalaan ternak, dan lain-lain.
22
 
2. Pemberdayaan orang-orang kaya  
     Yang dimaksud pemberdayaan adalah mewajibkan pengeluaran 
tertentu dari harta yang ditetapkan oleh iman terhadap orang-orang kaya 
ketika adanya kebutuhan umum, yang ketetapan-ketetapan ekonomi lain 
tidak  mampu menutupinya.
23
 
Penggunaan kata pemberdayaan adalah lebih baik dari kata pajak, karena 
otentitas penggunaan yang pertama dalam fikih Islami, dan karena 
memberikan inspirasi terhadap makna selain makna yang diinspirasikan 
dari kata pajak.Sebab pemberdayaan itu berarti pemotongan dari harta 
orang kaya dikarenakan adanya kebutuhan mendesar, dan pemotongan ini 
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tidak berlaku lagi dengan hilangnya kebutuhanyang mendesak tersebut. 
Sedangkan pajak berkaitan dengan apa yang ditetapkan kepada non 
muslim, seperti jizyah dan kharaj, dan berkaitan dengan apa yang 




     4.   Zakat 
a. Defenisi Zakat dan Urgensinya.  
Pengertian Zakat 
Kata zakat berarti bertumbuh, mensucikan atau memperbaiki.Kata ini mengacu 
pada kesucian diri yang diperoleh setelah pembayaran zakat dilaksanakan. Harta 
kekayaaan di suka oleh setiap orang akan tetapi orang yang menafkahkan harta 
kekayaannya itu untuk orang lain akan memperoleh kebajikan dan kesucian, 
inilah pertumbuhan dan kebaikan yang sejati.  
Aspek spiritual ini pulalah yang menyebabkan zakat tidak diberlakukan atas non 
Muslim. 
ا َا ِم ْذ ٌنا ُخا َا ِم ْذ ٌن ا َا ُهّٰللا ااَّن ُخ ْذ  ا َا َا ٌن   َا َا
َا ٰل ا ا ِم َّن ا َا َا ْذ ِم ْذ  ا ِم َا ا َا َا ِّهِم ا َا ُخ َا ِّهِم ْذ ِم ْذ ا ُخ َا ِّهِم ُخ ُخ ْذ
ا َا َا َا ًة ا َا ْذ َا اِم ِم ْذ   ُخ ْذا ِم ْذ
Terjemahannya: “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 
itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dengan mendoalah untuk 
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi 
mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS: 9: 103) 
 Kata zakat seperti yang telah dijelaskan diatas memiliki dua fungsi 
penting.Pertama, ia mensucikan hati atau jiwa si pemberi dari sifat kikir. Kedua, 
zakat akan mengantarkan suatu komunitas menuju perkembangan yang baik yakni 
dapat medorong seseorang untuk ikut membantu mencapai kemajuan dalam bidang 
ekonomi. Demikian pula dengan mejadikan zakat sebagai suatu kewajiban bagi setiap 
muslim yang kaya (wajib zakat) maka zakat pada dasarnya mampu menjadi suatu 
rangsangan yang sangat kuat terhadap orang lain untuk menginvestasikan modal 
mereka agar dapat berkembang demikian pula akan meningkatkan kekayaan 
masyarakat. Kedua tujuan ini yakni pensucian jiwa dan pertumbuhan ekonomi, 
tercakup dalam kata zakat. 
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 Jika zakat megacu pada pensucian maka ia mengandung dua pengertian, 
pertama, kata tersebut mengacu pada harta yang dinafkahkan untuk mendapatkan 
atau mencapai kesucian dan keutamaan jiwa. Kedua, ia menunjukkan pada tindakan 
actual pada pensucian, yaitu orang yang membayar zakat sesungguhnyatelah 
melaksanakan tindakan pensucian, dalam hal ini tidaklah terbatas hanya pada 
pembayaran zakat materi, tetapi juga mencakup pensucian jiwa, pensucian karakter, 




ا َا ادَا َّن  َا  ا َا بَا ا َا ازَا َّن  َا ،ا َا َا ْذ َافْذ َاحَا اأ   َا ْذ
 Terjemahan: “sesungguh ya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu” 
(q.s. Asy-Syams [91] : 9-10) 
Dari uraian datas dapat disimpulkan bahwa, Zakat berarti membuat sesuatu 
meningkat dan berkembang.Pengembangan dan penyempurnaanya melalui 
pemanfaatan dan pengembangan yang layak. 
 Urgensi zakat 
 Zakat dianggap sebagai salah satu pilar agama islam, salah satu dari tujuannya 
adalah mempersempit perbedaan ekonomi di tengah-tengah masyarakat sampai patas 
yang serendah mungkin. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kesenjangan antara 
yang kaya dan yang miskin, sehingga si kaya tidak boleh tumbuh semakin kaya 
dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang kurang beruntung sehingga si 
miskin menjadi semakin miskin. 
 Nabi menjelaskan bahwa zakat diambil dari orang yang kaya dan di 
kembalikan pada orang miskin, tujuannya adalah untuk mendistribusikan kekayaan 
masyarakat dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak seorang muslim pun yang 
dibiarkan miskin.  
 Kekuatan suatu komunitas terletak pada distribusi yang adil.Jika beberapa 
orang menjadi sangat kaya dan sebagian besar lagi tetap miskin maka komunitas 
tersebut akan menjadi lemah dan dapat dengan mudah dihancurkan oleh musuh-
musuhnya (dan persaingan kelompok didalam komunitas itu sendiri). Uang bagaikan 
darah dalam tubuh manusia.Jika darah itu tidak mencapai seluruh bagian tubuh maka 
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sebagian tubuh mendapat aliran darah yang sangat banyak sementara sebagian 
lainnya menerima terlalu sedikit, maka akhirnya tubuh menjadi sakit dan menderita. 
Dengan demikian untuk menghindari hal tersebut islam telah memerintahkan orang 
yaka untuk membayar zakat. Demikian pula islam menjaga harta milik masyarakat 
agar tetap berputar serta tidak membiarkannya terkonsentrasi dalam beberapa tangan 
saja. Prinsip fundamental ini ditegaskan dalam Al-Qur‟an: 
ا َا ِم ْذ ٌنا ا َا ْذ ٌن َا ْذ َا ُخ ْذ ااَا ُخ ْذ ا َا  ا ٰل َا ُخ ْذ ا ِم ْذ ُخ ْذ افَا اَّن ِم ْذ َا افِم ْذ ِم  ا ُّم ْذ َا ْذ َا ِم ْذ َا َا ْذ ِم ُخ ْذ ا ِم َّن ا َا َا َا ُخ ْذ ا َا  اِم ٖه ِما َا َا ُخ ْذ   ٰل ِم ُخ ْذ ا ِم اُهّٰللا
 Terjemahannya: “berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan 
nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu 
menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan nafkahkan 
(sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”(QS 59:7) 
Dalam ayat ini dalam aplikasinya yang lebih luas menjadi jelas bahwa 
mengkonsentrasikan kekayaan hanya dalam beberapa tangan saja adalah tidak 
alamiah, tidak adil dan tidak manusiawi karenanya sama sekali tidak ditolerir. Ini 
tidak berarti orang kaya harus dirampok kekayaannya, akan tetapi disarankan bahwa 
ketidakmerataan ekonomi diantara penduduk (kelompok yang berbeda di masyarakat) 
sebaiknya tidak diperbolehkan berkembang di atas batas-batas yang wajar dan adil. 
 Zakat dalam pendistribusiannya dapat difahami sebagai berikut:  
1. Zakat adalah suatu kewajiban agama dan merupakan tindakan ibadah. 
2. Zakat dipungut atas anggota masyarakat Muslim saja.  
3. Zakat adalah tugas wajib kaum Muslim yang harus dijalankan dalam 
segala keadaan dan sama sekali tidak boleh dikurangi.  
4. Sumber dan jumlah zakat telah ditentukan dalam Al-Qur‟an dan Sunnah, 
serta tidak dapat diubah sama sekali tidak oleh pemerintahan manapun. 
5. Satuan-satuan pengeluaran dan pemanfaatan zakat ditentukan oleh Al-
Qur‟an dan Sunnah.  
6. Zakat diterima dari orang kaya dan disalurkan/dibelanjakan untuk orang 
miskin dan yang membutuhkan.  
7. Zakat dipungut tidak hanya modal uang akan tetapi juga atas barang 
dagangan, hasil pertanian, hewan, barang-barang tambang seperti emas 
dan perak, perhiasan dan lain-lain. Zakat dipungut dari keseluruhan harta 
tetap pada sipemilik selama setahun penuh.  
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8. Pungutan zakat pada dasarnya bertujuan mencegah distribusi harta 
kekayaan yang tidak merata dan tidak adil dan pemusatan kekayaan pada 
beberapa tangan orang saja.  
b. Optimalisasi sistem distribusi produktif dana zakat 
Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian 
secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat 
ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara 
produktif. Untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi 
dikategorikan dalam empat bentuk berikut: 
1. Distribusi bersifat „konsumtif tradisonal‟, yaitu zakat dibagikan 
kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti 
zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang 
dibagikan kepada para korban bencana.  
2. Distribusi bersifat „konsumtif kreatif‟, yaitu zakat diwujudkan 
dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan 
dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.  
3. Distribusi bersifat „produktif tradisonal‟, dimana zakat 
diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti 
kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian 
dalam bentuk ini akan dapat menciptakan sesuatu usaha yang 
membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.  
4. Distribusi dalam bentuk „produktif kreatif‟, yaitu zakat 
diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun 




Dari keempat pola distribusi zakat di atas, konsep distribusi dalam 
bentuk produktif kreatif sangat mendesak untuk diterapkan mengingat faktor 
utama kemiskinan adalah kurangnya kesempatan masyarakat miskin untuk 
membuka atau meningkatkan usaha mereka, dan salah satu kendalanya adalah 
permodalan. Sehingga zakat dapat menjadi salah satu sumber dana bergulir 
untuk menambah modal masyarakat miskin yang terkendala modal.  
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 Dana zakat yang digulirkan secara produktif tentunya tidak dapat 
menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu, sebagaimana halnya sumber 
dana selain zakat. Aturan syariah menetapkan bahwa hasil pengumpulan zakat 
sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahik, dalam firman Allah: artinya: 
“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan 
orang yang tidak mendapatkan bagian.” (adz-Zaariyat: 19). Dengan 
demikian, pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya 
mengambil skema qarqhul hasan yakni satu bentuk pinjaman yang 
menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (return/ bagi hasil) 
dari pokok pinjaman. 
 Dalam sebuah hadists Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Imam 
al-ashfahani, Rasulullah bersabda: “sesungguhnya Allah swt. Telah 
mewajibkan kepada hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang 
menaggulangi kemiskinan” 
 Dalam hal menanggapi maksud dari hadist tersebut di atas, para 
fuqaha merekomendasikan inovasi distribusi dana zakat sebagai modal usaha. 
Konsepsi mereka berangkat dari harapan perubahan tingkat kesejahtraan dan 
strata perekonomian dari pihak mustahik, sehingga pada gilirannya yang 
bersangkutan tidak lagi menjadi mustahik zakat, akan tetapi diharapkan 
menjadi muzakki. 
 
C. Kesimpulan  
Berdasarkan dari pemaparan di atas maka dapat ditarik simpulan 
sebagai berikut: 
1. Kemiskinan merupakan permsalahan sosial yang menjadi tanggung jawab 
bagi pemerintah dan setiap individu. Kerjasama semua elemen ini akan 
membentuk suatu sistem yang bisa menanggulangi dan meminimalisir 
kemiskinan kapan dan dimanapun. Dalam islam ditawarkan solusi 
penanggulangan kemiskinan melalui sistem jaminan sosial dan zakat yang 
diharapkan tidak hanya menutupi kebutuhan sementara masyarakat miskin 
akan tetapi mampu menuju kemandirian ekonomi.  
2. Sistem jaminan sosial merupakan tanggung jawab semua pengelola Negara 
dengan kerjasama masyarakat muslim terhadap individu-individu dalam 
merealisasikan kebutuhan-kebutuhan individu, memperhatikan dan 
menghindarkan mereka dari berbagai macam keburukan. Dengan demikian 
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jaminan sosial bermakna keharusan, tanggung jawab kolektif dalam 
penjaminan (baik dari individu ke individu, dari jamaah ke individu atau dari 
individu ke jamaah), serta keluasan cakupan terhadap semua sisi penghidupan, 
pendidikan dan pemeliharaan. Di samping itu zakat sebagai alat untuk untuk 
mengantisipasi terjadinya kesenjangan antara masyarakat yang tidak mampu 
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